
BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : "lbxlKPTS/ nl2A15

TENTANG

PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KEGAMATAN (PPK)

PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN HALIUIAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7)

Peraturan KPU Republik lndonesia Nomro 3 Tahun 2015 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
propinsi/(omisi lndependen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan

Umum/Komisi lndependen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil

Gubernur, Bupati dan Wif.il Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota, maka dipandang perlu untuk mengangkat Staf Sekretariat
panitia pemilihan'Kecamitan (PPK) untuk membantu tugas Panitia
pemilihan Kecamatan dalam pelaksanaan Pemilihan Uumum

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,

perlu menetapkan (eputusan Bupati tentang Pengangkatan Staf

bekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pad?

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati

Kabupaten Halmahera Barat;

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan

Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat ll Dalam Wilayah

Daerah swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegiwaian Jebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Menimbang '. a.

Mengingat : 1.

b.

2.

Nomor43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2A0A tentang Perubahan atas

Undan[-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan

ProvinJi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku

Tenggara Earat;
4. UnOlig-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupiten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,

Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera T'imur dan Kota

Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
L_)ndan*a_tndang Nonror 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan

Negara;
7. rJnI==g:=fi,*-r:-?,-:ia l'l*::-'-r :3 T:;l::-:i-: 3+44 ir--'t:i::::= p=:-;f-:-ir=i:":;'=-

Keuanlan Anta?a Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undan-i-undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan
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9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

10. Undlng-rndrng Nomor B tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Undan[-unoan[ Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Perierintah Pengganti Undang-undang Nomgr 1

Tahun 2014 tentang Pemilihin Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-undang;
11. peraturan PemErintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah

dan Wakil KePala Daerah;
l2.PeraturanPemerintahNomor5STahun2005tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. pera-turan pemeriitah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah

KabuPaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

pedoman pengelolaan Keuingan Daerah yanq telah dirubah

beberapa kali tlrakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor2l Tahun 2011;
15. Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik

Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

16. Peraturrn 
-xpu Republik lndonesia Nomro 3 Tahun 2A15

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umurn-Propinsi/(omisi lndependen Pemilihan Aceh dan Komisi
pemilihan umum/Komisi lndependen Pemilihan

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
pemiiihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

penyelenggaraan pemitirran Gubernur dan wakil Gubernur,
'euplti 

da-n-Wakil Bupati dan/atau Walikota dan WakilWalikota;

surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera

Barat Nomor L 139/KPU-Ha1bar.029.4344021x112015 tanggal 2

Desember 2015 perihal Pengusulan Sekretaris dan Bendahara

PPK;

Memperhatikan :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN :

Mengangkat Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

paoa- Pe-nyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati

kanupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada

Lampiran KePutusan ini.

Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu,

mempunyai tugas dan wewenang berkewajiban membantu tugas-

tugas PPK dari Sekretaris PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan

Umum Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat'

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan

auplti Halmahera Barat'Nomor : 117.BlKPTsNllzo1S tanggal 12

Juni 2015 Angka 1 dan 6, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi'

KETIGA

/
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SegalabiayayangtimbulsebagaiakibatdikeluarkannyaKeputusan
ini,"dibebant rn piOa Anggaran Pendapatan dan--Belanja Negara'

Pos Anggaran Komisi--Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Hatmaheii Barat Tahun Anggaran 2015'

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan'

PEJABAT PARAF

Sekretaris Daerah

nss Bid. Pemr. & Adm. Umum

Ketua KPU

Kabag. Hukum & Orgs. $t/

Tembusan:
1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,

2. Yth. Ketua KPU Provinsi Maluku Utara diTernate'

5. Vtn. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo'

4. Yth. Ketua KPU Kab. Halmahera Barat diJailolo'

S. Vrng bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya'

Ditetapkan di : Jailolq
piJ.E.gg.L ' L 2o1s

BUPATI HALMAHEM BARAT,

//
,r(//ru

/v.
NAIVITO H" ROBA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 'tbl /KPTS/ fina11
TANGGAL : 9- Yo.tou$Ar 2415

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) PADA PENYELENGGAR/MN PEMILIHAN UMUM

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHEM BARAT,

/*/
NAMTO H. ROBA

No KECAMATAN NAMA JABATAN KET.

1 JAILOLO SELATAN 1. M. Taufik Hadad

2. EtiAgustina SYarif, S, SE

Dulkifli DM, S.Sos
M. Taufik Hadad

3
4

Staf Teknis
Penyelenggaraan
Staf Tata Usaha,
Keuangan dan Logisik
Pemilu
Staf Sekretariat
Bendahara

6 IBU Femmy E. Bitty, S.Sos

Tarlan Wangaro, S.lP

Femmv E. Bitty, S.Sos

1.

2.

Staf Teknis
Penyelenggaraan
Staf Tata Usaha,
Keuangan dan Logisik
Pemilu
Bendahara

PEJABAT PARAF

Sekretaris Daerah

Ass. Bid. Pemr. & Adm. Umum

Ketua KPU

Kabag. Hukum & Orgs M


